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ABSTRAK

Filsafat hukum merupakan bidang kajian mendalam yang menjawab pertanyaan- pertanyaan
mendasar tentang apa itu hukum, dari mana hukum berasal, dan untuk siapa hukum dibuat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aliran filsafat hukum klasik dan modern serta
menilai sejauh mana gagasan-gagasan tersebut berperan dalam pembentukan dan pelaksanaan
sistem hukum di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka,
penelitian ini mengidentifikasi lima aliran utama filsafat hukum: hukum alam, positivisme hukum,
realisme hukum, sosiologi hukum, dan pendekatan kritis. Hasil menunjukkan bahwa tidak satu pun
aliran mampu berdiri sendiri dalam menjawab kompleksitas hukum modern, terutama di Indonesia
yang pluralistik secara hukum dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interdisipliner
yang kontekstual dan adaptif, agar hukum mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan
masyarakat.

Kata Kunci : (Bahasa Indonesia): Filsafat Hukum, Hukum Alam, Positivisme, Keadilan, Sistem
Hukum Indonesia.

Abstract

Legal philosophy is a deep inquiry into fundamental questions about the nature, origin, and purpose
of law. This study aims to explore classical and modern schools of legal philosophy and assess how
these concepts shape and influence the legal system in Indonesia. Using a qualitative approach
through literature study, the research identifies five major streams of legal thought: natural law, legal
positivism, legal realism, sociological jurisprudence, and critical legal studies. The findings suggest
that no single theory can fully address the complexity of modern law, particularly within Indonesia's
pluralistic legal and cultural framework. Thus, an interdisciplinary, contextual, and adaptive
approach is essential for a legal system to effectively respond to societal demands and contemporary
challenges.

Keywords : (English): Legal Philosophy, Natural Law, Positivism, Justice, Indonesian Legal
System.

PENDAHULUAN

Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum, tujuan
hukum, dasar keberlakuan hukum, serta hubungan antara hukum dengan moralitas,
keadilan, dan kekuasaan. Dalam diskursus akademik, filsafat hukum berperan sebagai
fondasi normatif dan reflektif atas sistem hukum positif yang berlaku di suatu negara. la
bukan hanya berbicara mengenai apa hukum itu (deskriptif), melainkan juga
mempertanyakan apa yang seharusnya menjadi hukum (normatif). Dengan demikian,
filsafat hukum menempati posisi penting sebagai jembatan antara teori hukum, praktik
hukum, dan nilai- nilai fundamental yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks sejarah, perkembangan pemikiran filsafat hukum telah mengalami
transformasi dari era Yunani Kuno hingga era modern kontemporer. Tokoh-tokoh seperti
Socrates, Plato, dan Aristoteles telah menanamkan dasar-dasar pemikiran hukum yang
bertumpu pada keadilan dan etika. Kemudian, pada abad pertengahan dan modern, muncul

326


mailto:%20akristns@gmail.com1
mailto:nandagumilang86@gmail.com2
mailto:mayaeriadihsb@gmail.com3

aliran hukum alam yang dipengaruhi oleh agama dan rasionalisme, disusul oleh munculnya
positivisme hukum yang memisahkan hukum dari moral. Aliran-aliran lain seperti realisme
hukum, sosiologi hukum, dan pendekatan kritis berkembang sebagai reaksi terhadap
ketidakmampuan teori hukum klasik dalam menjawab kompleksitas sosial modern.

Indonesia sebagai negara hukum yang pluralistik, menghadapi tantangan unik dalam
mengembangkan sistem hukumnya. Keberagaman sistem hukum yang meliputi hukum adat,
hukum Islam, dan hukum positif (warisan kolonial dan nasional), menciptakan lanskap
hukum

yang kompleks dan terkadang kontradiktif. Di tengah kondisi ini, filsafat hukum
menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi dan menstrukturkan kembali sistem hukum
agar selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial, moral masyarakat, dan dinamika zaman.

Masalah-masalah aktual seperti ketimpangan dalam penegakan hukum, kriminalisasi
terhadap kelompok marginal, tumpang tindih regulasi, serta absennya pendekatan yang
humanistik dalam kebijakan hukum menunjukkan pentingnya kajian filosofis yang
mendalam terhadap hukum. Filsafat hukum memungkinkan kita untuk mengkaji hukum
secara Kkritis: apakah hukum yang berlaku benar-benar adil? Apakah hukum melayani semua
warga negara secara setara? Apakah hukum masih relevan dengan realitas sosial yang terus
berubah?

Selain itu, dalam dunia akademik dan praktis, pemahaman terhadap filsafat hukum
membantu mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum untuk tidak terjebak pada aspek
formal hukum semata, melainkan memahami kedalaman makna, tujuan, dan implikasi
sosial-politik dari setiap norma hukum. Filsafat hukum juga mendorong berkembangnya
pemikiran hukum progresif yang tidak berhenti pada teks, tetapi mampu menjawab
kebutuhan konkret masyarakat yang dinamis.

Dalam era globalisasi, digitalisasi, dan keterbukaan informasi, sistem hukum dituntut
untuk adaptif dan reflektif. Nilai- nilai keadilan universal harus mampu berdialog dengan
kearifan lokal dan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, pendekatan filosofis dalam hukum tidak
dapat diabaikan. Kajian ini berupaya menjelaskan bagaimana filsafat hukum — dengan
segala aliran dan pemikirannya — relevan dalam membentuk sistem hukum

Indonesia yang adil, kontekstual, dan berpihak pada kemanusiaan.

Sejak zaman Yunani Kuno, filsafat hukum telah menjadi pusat perhatian para filsuf
seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Plato dalam karyanya The Republic menganggap
keadilan sebagai harmoni antara individu dan negara. Aristoteles mengembangkan konsep
keadilan distributif dan korektif, yang hingga kini menjadi dasar bagi teori hukum modern.
Di era modern, pemikir seperti Hans Kelsen dengan Pure Theory of Law dan H.L.A. Hart
dengan The Concept of Law mengembangkan pendekatan positivisme hukum yang
menekankan hukum sebagai norma yang terpisah dari moralitas.

Kajian filsafat hukum menjadi penting karena hukum positif (aturan hukum tertulis)
tidak selalu mencerminkan nilai keadilan yang hakiki. Dalam banyak kasus, hukum yang
berlaku sah secara formal justru menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, filsafat
hukum hadir untuk memberikan kerangka moral dan rasional dalam pembentukan serta
penerapan hukum.

Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai filsafat hukum ini dilatarbelakangi oleh pentingnya refleksi
filosofis dalam memahami hukum sebagai fenomena sosial, moral, dan institusional.
Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulatif, tetapi juga sebagai cerminan dari
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nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk
mengkaji secara komprehensif berbagai aliran filsafat hukum serta keterkaitannya dengan
realitas hukum di Indonesia.
Secara spesifik, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi dan menguraikan berbagai aliran filsafathukum
klasik dan modern
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kerangka konseptual dan karakteristik
utama dari lima aliran utama dalam filsafat hukum: hukum alam, positivisme hukum,
realisme hukum, sosiologi hukum, dan pendekatan kritis. Tiap aliran dianalisis dalam
konteks historis dan pemikiran tokoh-tokohnya, untuk memberikan gambaran menyeluruh
tentang bagaimana hukum dipahami dari berbagai perspektif filosofis.
2. Menganalisis relevansi dan kontribusi masing-masing aliran filsafat hukum
terhadap sistem hukum Indonesia
Setiap aliran hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami konsep
keadilan, legitimasi, dan fungsi hukum. Penelitian ini menilai sejauh mana pandangan-
pandangan tersebut telah atau dapat memengaruhi pembentukan norma hukum, penafsiran
undang-undang, dan praktik peradilan di Indonesia yang memiliki kompleksitas hukum
tersendiri.
3. Menawarkan pendekatan konseptual yang interdisipliner dan kontekstual
untuk pengembangan hukum nasional
Mengingat sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh beragam sumber hukum (hukum adat,
hukum Islam, dan hukum Barat),diperlukan pendekatan filsafat hukum yang tidak
kaku. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkanmodel pendekatan ~ hukum  yang
adaptif dan mampu menjembatani antara nilai-nilai universal dan nilai-nilai lokal
dalam pengembangan hukum nasional yang berkeadilan.
4. Memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi filsafat hukum di
Indonesia
Melalui kajian literatur dan analisis kritis, penelitian ini diharapkan memperkaya
khasanah pemikiran hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks akademik. Penelitian
ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan
pembuat kebijakan hukum  dalam memahami kompleksitas hukum dari sudut pandang
filosofis.
Dengan rumusan tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis,
tetapi juga diarahkan pada kontribusi praktis dalam pengembangan hukum yang responsif
terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka
(library research) sebagai teknik utama dalam pengumpulan dan analisis data. Metode ini
dipilih karena filsafat hukum merupakan bidang yang bersifat normatif dan teoritis,
sehingga eksplorasi gagasan dan pemikiran lebih tepat dilakukan melalui telaah literatur dan
penalaran Kritis.
Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif-filosofis, yang bertujuan
menggali dan mengkaji konsep-konsep hukum berdasarkan pendekatan filosofis. Fokus
utama adalah pada gagasan, teori, serta argumentasi yang dikembangkan oleh para filsuf
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hukum, baik dari aliran klasik maupun modern, serta relevansinya dengan sistem hukum

Indonesia.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah filosofis dan konseptual. Penelitian filosofis
digunakan untuk memahami hakikat dan tujuan hukum secara mendalam melalui analisis
gagasan-gagasan normatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun hubungan
antara teori-teori hukum dengan praktik hukum yang berkembang dalam sistem hukum
nasional.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder, antara lain:

a. Buku-buku filsafat hukum klasik dan modern.

b. Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional.

c. Undang-undang dan dokumen hukum di Indonesia.

d. Sumber online akademik terpercaya seperti Google Scholar, JSTOR, dan portal hukum
nasional seperti hukumonline.com atau situs resmi Mahkamah Agung RI.

e. Beberapa tokoh kunci yang menjadi rujukan antara lain Thomas Aquinas, John Locke,
Hans Kelsen, Roscoe Pound, Jerome Frank, serta pemikir hukum Indonesia seperti
Satjipto Rahardjo dan  Soetandyo Wignjosoebroto.

Teknik Pengumpulan Data

1. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

2. Identifikasi literatur yang relevan dengantopik filsafat hukum.Pengumpulan data
melalui pembacaan intensif terhadap literatur utama dan sekunder.

3. Pencatatan kutipan, argumen, serta pemikiran kunci dari masing-masing aliran filsafat
hukum.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis) dan
analisis kritis (critical analysis). Langkah-langkah dalam analisis adalah:

a. Klasifikasi aliran-aliran filsafat hukum berdasarkan karakteristik dan tokoh.

b. Interpretasi makna dan logika argumen yang dibangun dalam setiap aliran.

c. Evaluasi terhadap relevansi masing- masing aliran dengan konteks sosial- hukum di
Indonesia.

d. Penyusunan sintesis untuk menemukan pendekatan hukum yang holistik dan
kontekstual bagi Indonesia.

Validitas Data

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, digunakan triangulasi sumber, yakni
membandingkan pendapat dari berbagai tokoh dan sumber literatur yang berbeda.

Pendekatan ini juga dikombinasikan dengan refleksi teoretis, yaitu menguji konsistensi dan

argumentasi dalam setiap aliran filsafat hukum secara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa studi mendalam terhadap aliran-aliran filsafat
hukum bukan hanya penting untuk memahami teori hukum itu sendiri, tetapi juga untuk
mengevaluasi praktik hukum dan arah pengembangan sistem hukum di Indonesia.
Berdasarkan hasil studi pustaka dan analisis konseptual, ditemukan bahwa setiap aliran
filsafat hukum memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing dalam menjawab
kompleksitas sosial dan hukum Indonesia yang bersifat pluralistik. Pembahasan berikut
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menyajikan sintesis pemikiran dari masing-masing aliran dan keterkaitannya dengan
kebutuhan hukum nasional
Hukum Alam: Sumber Etika dan Moralitas Hukum Nasional

1. Hukum alam menekankan pentingnya nilai moral dan keadilan universal sebagai dasar
legitimasi hukum. Gagasan ini penting dalam konteks Indonesia karena:

2. Nilai-nilai dalam Pancasila, seperti keadilan sosial dan kemanusiaan, merupakan
manifestasi prinsip-prinsip hukum alam.

3. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan tujuan negara untuk “melindungi segenap bangsa
Indonesia” dan “mewujudkan keadilan sosial”, yang merupakan aspirasi moral, bukan
semata-mata legal formal.

4. Dalam masyarakat adat, keadilan sering dikaitkan dengan keselarasan hidup, bukan
sekadar kepatuhan terhadap aturan formal.

Namun, hukum alam juga memiliki keterbatasan dalam praktik, karena tidak selalu
dapat diterjemahkan secara konkret ke dalam norma positif. Oleh karena itu, hukum
alam lebih berfungsi sebagai kerangka etis dalam pembentukan dan penafsiran hukum
positif.

Positivisme Hukum: Kepastian dan Struktur Hukum Formal

Positivisme hukum berperan besar dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

Kekuatan utama aliran ini terletak pada:

a. Memberikan kepastian hukum melalui undang-undang tertulis, sistem hierarki norma,
dan prosedur peradilan formal.

b. Menjadi dasar bagi sistem hukum kodifikasi, seperti KUHP dan KUHPerdata, yang
digunakan hingga saat ini.

c. Menjaga objektivitas hukum di tengah masyarakat majemuk.

Namun, pendekatan positivis sering dikritik karena:

Cenderung mengabaikan keadilan substantif dan realitas sosial.

. Membuat hukum kaku dan sulit beradaptasi terhadap perubahan sosial dan nilai

masyarakat.

3. Dalam praktik, hukum formal seringkali tidak cukup untuk menyelesaikan
konflik yang bersifat kultural, seperti sengketa adat atau keagamaan.

Oleh karena itu, meskipun hukum positif diperlukan, ia harus dikritisi secara etis dan
ditopang oleh pendekatan lain.

Realisme Hukum: Menilai Hukum dari Realitas Prakti

Realisme hukum menawarkan pandangan praktis bahwa hukum harus dilihat dari cara
ia dijalankan, bukan hanya dari bunyi teksnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

a. Penegakan hukum di Indonesia sering tidak konsisten dan dipengaruhi oleh faktor
kekuasaan, kepentingan politik, atau ekonomi.

b. Peran aparat penegak hukum menjadi sangat sentral; vonis seringkali mencerminkan
nilai-nilai personal dan tekanan eksternal, bukan semata-mata berdasarkan norma.

c. Realisme hukum membantu mengkritisi perbedaan antara hukum de jure dan hukum de
facto — antara aturan tertulis dan kenyataan sosial.

Dengan demikian, pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami
mengapa hukum seringkali tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Sosiologi  Hukum: Hukum sebagai Cerminan Kehidupan Sosial

Pendekatan sosiologi hukum menyoroti pentingnya memahami hukum sebagai produk
masyarakat, bukan entitas yang berdiri sendiri. Relevansi pendekatan ini dalam konteks

N —
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Indonesia sangat besar:

a. Keberadaan hukum adat di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat
memiliki sistem nilai sendiri dalam menyelesaikan sengketa.

b. Dalam beberapa kasus, hukum adat lebih efektif dan diterima oleh masyarakat
dibandingkan dengan hukum negara.

Program restoratif justice yang kini mulai diterapkan di Indonesia juga merupakan
hasil dari pemahaman bahwa keadilan tidak selalu dapat dicapai melalui penghukuman
formal, tetapi juga melalui pemulihan sosial.

Melalui pendekatan sosiologis, hukum dapat didesain lebih resonansif dan inklusif,
sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Pendekatan Kritis: Menyoal Ketimpangan dan Ketidakadilan dalam Struktur
Hukum

Pendekatan ini berguna untuk mengevaluasi bahwa hukum di Indonesia tidak selalu
netral dan adil, karena:

a. Kelompok marginal seperti perempuan, masyarakat adat, atau kelompok miskin sering
kali tidak mendapat perlindungan yang memadai dari sistem hukum formal.

b. Struktur hukum seringkali mewakili kepentingan elit, dan tidak menjangkau akar
rumput.

c. Pendekatan kritis mendorong demokratisasi hukum, yakni hukum yang terbuka terhadap
partisipasi publik dan kesadaran kolektif.
Contohnya, kritik terhadap kriminalisasi petani adat atau aktivis lingkungan
mengungkap bahwa hukum bisa menjadi alat represi bila tidak ditopang oleh nilai keadilan
sosial.
Integrasi Konseptual: Kebutuhan Pendekatan Interdisipliner dan Kontekstual
a. Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa:
Masing-masing aliran memiliki kontribusi penting dan relevan, tergantung konteks
penerapannya.

b. Sistem hukum Indonesia yang pluralistik dan dinamis tidak dapat dibangun hanya
dengan satu paradigma filsafat hukum.

Diperlukan sintesis antara:

1) Moralitas hukum (hukum alam)
2) Kepastian hukum (positivisme)
3) Pemahaman praktik (realisme)

4) Respons sosial (sosiologi hukum)
Kesadaran kritis (CLS)

Sebagai hasil dari penelitian ini, penulis merekomendasikan model pendekatan
interdisipliner yang mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan politik
secara kontekstual. Hal ini sangat penting untuk merancang sistem hukum Indonesia yang
tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial dan manusiawi.

Studi Kasus

Kasns Relevansi Filsafat
Hukum

Eraeme  wraas Memyoal keabsahan

di Papua hukurr} positif melalun
moralitas (Radbruch)

Omnibus Law Benturan antara

(Lo o) Cipta positivisme dengan nilai

Kerja) keadilan sosial

Putusan MK
tentang uu
I'NE

Kritis terhadap potensi
represif hukum formal
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positivisme hukum, realisme hukum, sosiologi hukum, dan pendekatan kritis —
ditemukan bahwa tidak ada satu aliran pun yang secara tunggal mampu menjawab
kompleksitas hukum di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum yang pluralistik menghadapi tantangan besar dalam
menyelaraskan antara hukum formal, hukum adat, dan nilai-nilai moral serta keadilan sosial.
Dalam konteks ini:

1. Hukum alam memberikan dasar etis dan moral untuk mengevaluasi hukum positif dan
menjadi landasan ideologis dalam pembentukan hukum, seperti nilai-nilai dalam
Pancasila.

2. Positivisme hukum tetap dibutuhkan sebagai kerangka struktural yang menjamin
kepastian dan kejelasan norma hukum.

di Papua

hukum positif melalui

moralitas (Radbruch)

3. Realisme hukum menekankan pentingnya memahami

bagaimana

Omnibus Law Benturan antara

(Uu Cipta positivisme dengan nilai

hukum dijalankan dalam praktik, terutama dalam konteks

penegakan

Kerja)

keadilan sosial

hukum yang sering kali tidak ideal.

Putusan MK Kritis terhadap potensi tentang UU represif hukum formal IT
Data Tambahan:

Jumlah perkara pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan sejak 1998: +13
kasus (sumber: Komnas

HAM, 2024).

Survei kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (LSI, 2023): hanya 39% publik
yang menilai sistem hukum Indonesia adil dan netral.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa filsafat hukum memiliki peran yang sangat penting
dalam membangun fondasi pemikiran dan arah pengembangan sistem hukum yang adil,
kontekstual, dan manusiawi. Melalui
4. Sosiologi hukum memberikan perspektif penting untuk membumikan hukum dalam

kehidupan sosial masyarakat yang majemuk dan dinamis.

5. Pendekatan kritis (CLS) mengingatkan bahwa hukum tidak netral, dan sering
kali mereproduksi ketimpangan, sehingga mendorong perlunya reformasi struktural dan
kesadaran kritis.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan hukum di Indonesia harus
bersifat interdisipliner, fleksibel, dan adaptif, yaitu dengan menggabungkan berbagai
paradigma filsafat hukum sesuai kebutuhan kontekstual masyarakat. Pendekatan seperti ini
akan lebih mampu menghasilkan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga
mencerminkan keadilan substantif dan kesetaraan sosial.
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Dengan demikian, pengembangan sistem hukum Indonesia tidak cukup hanya
dilakukan melalui pembaruan undang-undang, tetapi juga melalui pembangunan kesadaran
filosofis di kalangan pembuat hukum, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat
luas.

Filsafat hukum dapat dan harus menjadi alat refleksi dan koreksi terhadap arah hukum
nasional agar tetap relevan dengan tuntutan keadilan di tengah perubahan zaman.
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